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RINGKASAN BERITA HARI INI

Pemkab Desak BGN Tutup

BIROKRASI

@9 judi, bukan hanya

gantinama.

Tugas dan

Sementara 21 Dapur Tak Berizin

Karena Sulit
Awasi SPPG

V) meng-
an sementara opera-
sional 21 Satuan Pelayanan
Pemenuhan Gizi (SPPG) vang
belum mengantongi izin
Rv.kumcndml tersebut disam:
aikan sebagai tindak lanjut
dari peristiwa keracunan
massal di Ponpes Manba'ul
Hikam, Tanggulangin.
Ketua Satgas Makan Bergizi
Gratis (MBG) Sidoarjo Mu-
hammad Ainur Rahman
mengatakan, berdasarkan
hasil evaluasi masih dite-
muk.m puluban bl'l't. yang
A

SPPG
Dl KOTA DELTA

Sumber; Pemiob Sidoarjo

43 SPPG belum memiliki
Sertifikat Laik Higiene Sa-

=

{ 1 4
Kami sudah
merekomendasikan
kepada BGN

agar SPPG yang
belum memenuhi
persyaratan tidak
diberikan izin

nitasi (SLHS). operasional”
“Kami sudah K Ainur Rahma
dasikan kepada BGN agarSPPG ~ Ketua Satgas MBG Sidoarjo

yangbelumumemenuhi persya-
ratan tidak diberikan izin ope-
rasional” kata Ainur. Menurut

ghapan per
bdum terpenuhl. Seba m\uL
21 SPPG belum mengajukan.
izin sama sekall. Sedangkan,

Tetap Dukung Program
Ainur yang juga menjabat

wenangan tersebut berada Kemampuan
ditangan BGN. Pemkab ha- Dinkes Terbatas
nyamenjalankan fungsiko-  Kepala Dinas Kesehatan
ordinasi dan evaluasidalam  (Dinkes) Sidoarjo Lakhsmie
pelaksanaan program MBG.  Herawati Yuwantina menga-
Karena itu, pihaknya ber-  takan, pengawasan terhadap
harap reb dasi SPPG i
segera ditindaklanjutiBGN.  Dinkes memiliki kewena-
Penghenti ngan melakuk
merupakan bagian dari andan memberikan reko-
upaya pemt han tata dasi, tetapi tidak me-
kelola d.lpur MBG lerlebih megang kendali penuh atas
setelah ional dapur SPPG.
yang berdampak kepada “Kita punya kewenangan,
penerima tapi k kita juga
Meski meminta 21 SPPG terbatas,” ujarnya.
yang belum berizin tidak  Lakhsmie menambahkan
b Ainur petugas tidak kin me-

tikan Pemkab Sidoarjo tetap
mendukung pelaksanaan
program MBG. "Kami tetap

lakukan pengawasan selama
24 jam terhadap seluruh
SPPG. Karena itu, pengelola

dia, dapur yang izinnya tak - Plh Sekda Sidoarjo itu me-  mendukung. Namun, duku-  dapur memiliki tanggung
lenghip, kSLHS, seha-  negaskan, pemkab tidak  ngan harus dlharenp,l dengan  jawab besar untuk memas-

vatidakbole! jalan) memiliki k umuk i - kea- tlkan selumh tahapan pe-
keglatan operasional. Itu sesuai enCy b fan kel pengo- K berjalan

dengan aturan MBG.

izin opar.nslunul SPPG. Ke-

Iuh.ln makanan,” katanya.

sesuai standar. (ful/hen)

Target Buka 2027, RSUD Sedati Butuh 300 Pegawai

SIDOARJO - RSUD Sedati
Sidoarjo ditargetkan mulai
melayani masyarakat pada
2027. Seiring pembangunan
gedung yang kembali ber-
jalan sejak Juni, kebutuhan
sumber daya manusia (SDM)
mulai dipetakan. Rumah
sakit tipe D tersebut diper-
kirakan membutuhkan
sekitar 300 pegawai untuk
menunjang pelayanan.

Kabid Sumber Daya Ke-
sehatan (SDK) Dinkes Si-
doarjo Etik mengatakan,
kebutuhan SDM RSUD Se-
dati akan disiapkan secara
bertahap sesuai dengan jenis
pelayanan yang nantinya
dibuka. Sebelum perekrutan
tenaga baru, kebutuhan
pegawai untuk tahap awal
akan dipenuhi dengan me-
narik tenaga dari puskesmas
maupun rumah sakit lain-
nya. Skema tersebut disiap-
kan untuk memastikan
pelayanan dapat berjalan
ketika RSUD Sedati mulai
beroperasi.

Etik menyebut kebutuhan
tenaga akan dipetakan ber-

——

MASIH
PEMBANGUNAN:
Progres RSUD

persen kemarin.

ANGGLN BONDAI JAWA FOS

dasarkan layanan yang
disiapkan. Dengan begitu,
jumlah dan kompetensi
SDM dapat disesuaikan de-
ngan kebutuhan masing-
masing bagian. "Insyaallah
kami ajukan juga nakes
baru,” kata Etik.

Hitung Kebutuhan
SDM sejak Awal
Anggota Komisi D DPRD
Sldour]o Bangun Winarso
ersiapan SDM

tenaga pendukung harus
dihitung sejak awal agar
rumah sakit siap beroperasi
sesuai target. "Saya rasa
jangan menunggu gedung
selesai baru menyiapkan
SDM. Kebutuhannya harus
dihitung dan dipersiapkan
dari sekarang,” katanya.
Menurut Bangun, kebu-
tuhan tenaga tidak hanya
berkaitan dengan jumlah.
Kompetensi serta kebutuhan

i nasing bagian juga

tidak boleh menunggu pem-
bangunan gedung rampung.
Kebutuhan nakes maupun

perlu dipetakan. Hal tersebut
penting agar ketika rumah
sakit mulai dibuka, pela-

yanan tidak terganggu akibat
kekurangan tenaga.

Selain SDM, persiapan alat
kesehatan dan fasilitas pen-
dukung juga diminta berjalan
beriringan dengan pemb-
angunan fisik. Dengan begitu,
tidak ada tahapan besar yang
masih harus dikerjakan
setelah gedung selesai dan
berpotensi menunda pela-
yanan. "Untuk rumah sakit
tipe D, layanan dasarnya
biasanya layanan penyakit
dalam, anak, bedah, dan kan-
dungan. Ini harus disiapkan,”
ujarnya. (ful/hen)

PUTRA MAHKOTA RESMI DIKUKUHKAN
PENGURUS KONI PERIODE 2025-2029 SIAP
BERKOI.ABORASI DEMI SIDOARJO JUARA

Sidgarjo. Pojok Kiri. atlet
engu < Olahraga
KON Kabu-
2020

tegas
2

KONI Sidoarjo berkomit-

pembagian jam kerjanya
juga disesuaikan.”

Supriyono
Ketua Pansus Ill DPRD Sidoarjo

BKD Berubah Jadi BKPSDM,
BPPD Ganti Bapenda

SIDOARJO - Nama dan fungsi tiga organisasi
perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo bakal
mengalami perubahan. Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) akan berganti nomenklatur men-
jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sedangkan,
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) diubah
menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ketua Pansus I1Il DPRD Sidoarjo Supriyono
mengatakan, perubahan nomenklatur tersebut
tidak sebatas pergantian nama. Penyesuaian juga
menyangkut tugas dan fungsi organisasi agar
sesuai ketentuan berlaku. "Jadi, bukan hanya ganti
nama. Tugas dan pembagian jam kerjanya juga
disesuaikan,” katanya kemarin (14/9).

Selain BKD dan BPPD, perubahan nomenklatur
juga terjadi pada Badan Perencanaan Pembang-
unan Daerah (Bappeda) yang akan menjadi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah (Bapperida). (ful/hen)

Pemkab Sidoarjo mengusulkan camat, kepala Puskesmas dan kepala desa diberl
kewenangan mengawasi SPPG.

Pemkab Sidoarjo Usul: Camat,

Kepala Puskesmas dan Kades.
Diberi Kewenangan Awa51 SPPG

Sidoarjo - HARIAN BANGSA

Pemkab Sidoarjo tak ingin
sekadar menjadi penonton
dalam pelaksanaan program
Makan Bergizi Gratis (MBG)
Pemerintah daerah yang ber
tetangga dengan Surabaya itu

men untuk ren-
k clalui pro-
dan Sido-

o pe
et untuk dapat

«
hingga

kepada Badan
GiziNasional (BGN) agar diberi
kewenangan untuk tkut men-
gawasi operasional ratusan
Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) di Sidoarjo.
Usulan tersebut dinilai
penting karena dampak
pelaksanaan MBG langsung
dirasak ¢

retaris Davr

ad At
n Femkab

Sidoarjo memili
hingga tingkat v g
dinilai dapat dilibatkan da
lam pengawasan SPPG. “Pak
Bupati menyarankan, kita
juga diber: kewenangan untuk
mengawasi.” ujar Alnur, Senin
14 September 2026

Menurut Ainur, Pemkab
memulik

peran

efektif,” jelasnya

rsebut, lanjut Ain-
patkan kepada
ermasuk saat
Jajaran BGN dan Kepala Staf
Kepresidenan (KSP) hadir di
Sidoarjo. Penyampaian juga
dilakukan secara berjenjang
melalui pemerintah provinsi
hingga ke pemerintah pusat.
“Rekomendasi dari provinsi,
korwil provinsi hadir ke-

yang cukup lengkap. Mulai dari
kepala puskesmas (kapus),
camat, hingga kepala desa

marin.
Kita menyampaikan seperti
itu,” katanya.

Pemkab Sidoarjo menilai

quda. Sert
wej

n
Sidoarjo.

Kabupaten
i

akan terca-

kan kepada
berkontribus

wan yans saling
‘warta: stnor

ull “l.u-r
us KC

(kades). Keterlib perang-
Jo. Terlebih, kasus keracunan  kat daerah tersebut dinilai  wasan menjadi penting, Sebab,
massal di Pondok Pesantren  dapat membuat dal

(Ponpes) Manbaul Hikam,

Desa Putat, Tang-
gulangin, menjadi evaluasi
serius terhadap tata kelola
Pprogram tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sek-

terhadap SPPG lebih efektif
karena berada langsung di
wilayah penerima manfaat.
“Ini kan lebih mudah. Kita pu-
nya kepala puskesmas, kita pu-
nyacamat, kepala desa. Itu kan

pelaksanaan MBG, dampa-
knya tidak hanya dirasakan
pemerintah pusat sebagai
penyelen“au program, teta-
juga pemerintah daerah dan
nmyankusarmp:l. (rus)

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo
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mr
‘HEBOH: Kemunculan buaya di tepi sungal tak jauh darl
kawasan pergudangan CIP, Desa Kemirl, Sidoar]o.

Buaya Besar Muncul

di Tepi Sungai Dekat

Pergudangan

BUDURAN-Kemun-
culan buaya berukuran
besar kembali mem-
buat heboh di perairan
Sidoarjo. Kali ini, see-
kor buaya terlihat di
tepi sungai belakang
kawasan pergudangan
Central Industri Park
(CIP), Desa Kemiri, Ke-
camatan Sidoarjo, Se-
nin (14/9) pagi.

Buaya tersebut dike-
tahui oleh Hidayat
Syafullah saat meng-
antar rombongan guru
yang hendak berangkat
mengajar ke Dusun Ke-

petingan, Desa Sawo-
han, Kecamatan Budu-
ran. Saat itu, rombo-

ngan melintas meng-
gunakan perahu seki-

’
]

tar pukul 07.00 WIB.
Hidayat mengata-
kan, buaya berukuran
cukup besar itu terlihat
berada di tepian su-
ngai. Dari kejauhan,
satwa tersebut tampak
seperti sedang berje-
mur di bawah sinar
matahari pagi. “Buaya-
nya muncul di pinggir
sungai. Awalnya terli-
hat seperti sedang ber-
jemur,” kata Hidayat.
Setelah beberapa
saat berada di tepian,
buaya tersebut kemu-

_ dian bergerak menyu-

suri pinggir sungai. Ke-
beradaan reptil terse-
but sontak menjadi
perhatian rombongan

® Ke Halaman 10

Buaya Besar Muncul...

b di perahu, |
Diperbanyak: anyakioleh Subbas Persid
lama di permukaan. Setelah men-

dengar suara dari rombongan yang
" melintas, satwa tersebut perlahan ma-
suk kembali ke dalam sungai. “Karena
perahu agak ramai dan terd

buaya di lokasi tersebut bukan kali
pertama. Satwa yang sama juga

pat terlihat pada Senin (7/9
culan ini;s ¥ 4 2]
Hidayat mengaku beberapa

suara, buayanya kemudian masuk ke

3 RA

1'53 SIDOARJO.ID

.Menur‘gt Hidayat, kemunculan

T

Meski demilian, kemunculan buaya

secara

" dokat. Sempat kaget, tapi
bersama rombongan jadi tidak
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tak sekadar menjadi penonton da-
lam pelaksanaan program Makan
Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah
daerah mengusulkan kepada Ba-
dan Gizi Nasional (BGN) agar di-
beri kewenangan untuk ikut me-
ngawasi operasional Satuan Pe-
layanan Pemenuhan Gizi (SPPG)
yang tersebar di wilayah Sidoarjo.
Usulan tersebut dinilai penting
karena dampak pelaksanaan MBG
langsung dirasakan masyarakat
Sidoarjo. Terlebih, kasus keracu-
nan massal di Pondok Pesantren
(Ponpes) Manbaul Hikam, Desa Pu-
tat, Kecamatan Tanggulangin,
menjadi evaluasi serius terhadap
tata kelola program tersebut.
" Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris
Daerah (Sekda) Kabupaten Sidoar-

% RADAR

Pem

KOTA-Pemkab Sidoarjo ingin

T,
L é i
iy )

5

i e

tah Usul Punya
angan

Awasi SPPG

jo Mohammad Ainur Rahman men-
gatakan, Pemkab Sidoarjo memiliki
perangkat hingga tingkat wilayah
yang dinilai dapat dilibatkan dalam
pengawasan SPPG. "Pak Bupati
menyarankan, kita juga diberi
kewenangan untuk mengawasi,”
ujar Ainur, Senin (14/9).

Menurut Ainur, Pemkab memi-
liki jaringan pengawasan yang cu-
kup lengkap. Mulai dari kepala
puskesmas (kapus), camat, hingga
kepala desa (kades). Keterlibatan
perangkat daerah tersebut dini-
lai dapat membuat pengawasan
terhadap SPPG lebih efektif ka-
rena berada langsung di wilayah
penerima manfaat. "Ini kan lebih
mudah. Kita punya kepala puske-
smas, kita punya camat,

@ Ke Halaman 10

Usulan tersebut, lanjut Ainur, telah
disampaikan kepada pihak BGN, ter-
masuk saat jajaran BGN dan Kepala
Staf Kepresidenan (KSP) hadir di Si-
doarjo. Penyampaian juga dilakukan
secara berjenjang melalui pemerintah

provinsi hingga ke p ‘_tul}pu,ul..

"Rekomendasi dari provinsi, korwil
provinsi hadir kemarin. Sudah disam-

pembenahan

Pemkab Sidoarjo menilai pembagian  ada

Pembkah Usul... e ek
kepala desa. Itu kan akan lebih efek-
tif,” jelasnya. kewenangan

penting. Sebab, ketika terjadi persoa-

lan dalam pelaksanaan MBG, dam-
paknya tidak hanya dirasakan pe-
merintah pusat sebagai penyelenggara
program, tetapi juga pemerintah
daerah dan masyarakat setempat.

Pemkab tetap mendukung p:
tersebut, namun meminta adanya

Bl iy
paikan itu. Kita menyamﬂdhnspgghrljnm lebih mdin terkontrol.

pengawasan menjadi  pasti,

tata kelola agar pelaks- tadi,

P;:., RADAR

lah diperbolehkan pulang setelah

kondisi membaik. = s
Dengan cakupan MBG yang menya.

sar ribuan penerima manfaat 7

hari, Pemkab Sidoarjo menilai g

awasan tidak bisa hanya dilak

setelah muncul persoalan. Pe

san harus diperkuat sejak

R R e R S

iBe e ritrl el
dinilai ntap makanan
SPPG Kalitengah. SPPG tersebut ke-
mudian disuspend.
Namun, persoalan belum
' nyak 116 santri
dibawa ke rumah

hingga diterima dan dikonsu;
masyarakat. (dilk/vga) s

B 1o eIk banasitas hinesa

288

Bw oo 3 |

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Bupatl Sldoarjo Subandi\ ruknt«sehtar‘

‘mengatakan lrehadu:m RSUD Menurlltny
". arjo ‘akan

~ wat, bidan, di
e dokter. 'Ki;:a ;ng;h mchb dg,
*Juga nanti ta_1_1 askes) yang dibangun di
pada I‘:g]mn 2027, sini juga membawa ‘dampak
kita sudah punya -penyerapan tenaga kerja ]
rumah sakit baru. e KeHalaman10
Karena Rumah Sakit 3

' FASILITAS KESEHATAN: Pembangunan
RSUD Sedati ferus dikebut untuk me-

wwwﬂuﬂmb—w‘:‘
S B L !. ’M?,

ﬂ'j’ SIDOARJO.ID

masyarakat yang selama ini harus
menuju rumah sakit di wilayah lain
untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan.

wilayah padat penduduk seperti ini,
masyarakat tidak lari jauh-jauh, apa-
lagi warga kita yang tidak mampu bisa
kita akomodir di rumah sakit daerah,”

s.“ﬂ Tnl.n.t;:ln dihnnpkan da
e L pat mem melayani masyarakat di kawasan tempat tidur.
ba]gl:mn):iumltislnvkal. tegasnya. peroleh pelayanan di rumah sakit Sedati dan wilayah sekitarnya, ter- Dengan target operasional
eberadaan Sedati juga di- milik pemerintah daerah tersebut. masuk Waru, Gedangan hingga 2027, Pemkab Si;oﬁ-]o berh
harapkan dapat menjadi solusi bagi "Karena saya kepingin dengan Sukodono. RSUD Sedati tidak

Rumah sakit tersebut berdiri di atas
lahan seluas 5.000 meter persegi
" dengan konsep lima blok bangunan.
Gsdlum utama dirancang tiga lantai

dan malmh.h hupam,“ hfnm 5

s:h:na kesehatan bntu t:::ﬁil
X' !

dan penyerapan t.emn hgjq h. ;
syarakat setempat. (dikfvga)

5

Jl"ja SIDOARJO.ID

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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Sidoarjo, Memorandum - :

Pemkab Sidoarjo tak ingin sekadar menjadi penonton
dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),
Pemerintah daerah yang bertetanigga dengan Surabaya itu
mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar diberi
kewenangan untuk ikut mengawasi operasional ratusan Sa-
tuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Sidoarjo.

Usulan tersebut dinilai pen-  SPPG. “Pak Bupati menyaran-
ting karena dampak pelaksanaan - 'kan, kita juga diberi kewenangan
MBG langsung dirasakan masya- untuk mengawasi,” ujar Ainur,
rakat Sidoarjo. Terlebih, kasus ~ Senin (14/9). ;
keracunan massal di Pondok Menurut Ai_nur, Pemkab
Pesantren (Ponpes) Manbaul —memiliki jaringan’ penga:
Hikam, Desa Putat, Kecamatan =~ yang cukup lengkap. Mulm“fadsﬂ
Tanggulangin, ﬂlen'adi-eva]uﬁﬁi kepala puskesmas (kapus), ca-
serius terhadap kelola pro-  mat, hingga kepala desa (kades).

gram tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekre- -
taris Daerah (Sekda) Kabupaten
Sidoarjo Mohammad Ainur Rah-

tersebut dinilai dapat membuat

arjo memiliki perangkat hingga “Inikanlebihmudah. Kitapu-
tingkatwilayahyay i :
dilibatkan dalam pengawasan tamut.l_:gpa‘la‘dmlm kan akan .

; i Pl L o s v I

yangdinilaidapat nﬁh@m@iﬁs,“htapunya

- Keterlibatan perangkat daerah
terhadap SPPGlebih -

 Pemkab Usulkan Camat, Kep
Puskesmas dan Ka

gelar rapat bersama BGN.
lebih efekiif,” jelasnya.

. Usulan tersebut, lanjut Ai-
nur, telah disampaikan kepada

pengawasan terhada ih  pihak BGN, termasuk saat jajar-
} fektif karena beradalangsungdi- ~ an BGN dan Kepala Staf Kepre-
man mengatakan, Pemkab Sido- - wilayah penerima manfaat. .~

sidenan (KSP) hadir di Sidoarjo.
Penyampaian juga dilakukan
secara berjenjang melalui pe-
merintah provinsi hingga ke

f Ly K i) e :
Daloinad o C20 RS IR (x5 .

MORANDUM

BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Pemkab Sidoarjo, camat, kepala Puskesmas dan kepala desa meng-

S LI T T

la

des Awasi SPPG

MBG, dampaknya tidak hanya

i pemerintah pusat se-
bagai penyelenggara program,
_ tetapi juga pemerintah daerah
dan

- “Kita mendukung program
ini, tapi ada perbaikan dalam tata
kelola,” ungkap Ainur.

Salah satu poinyang didorong
Pemkab adalah persyaratan Serti-

- SPPG yang belum mengantongi
" SLHS dinilai seharusnya tidak
+“Rekomendasi dari provinsi, - diperbolehkan menjalankan
korwil provinsi hadir kemarin.  operasional sebelum mementhi
nyampaikansepertiitu,” katanya. “Salahsatunyayangkitausul-
kewenangan pengawasan men- jum ber-SLHS, alangkah baiknya
jadi penting. Sebab, ketika terjadi _ jangan diberi izin operasional,”
persoalan dalam pelaksanaan * ‘tandasnya. (sud/jok/fdn)

pemerintah pusat.

1PSRREA T — s ——

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo
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HARIAN

BANGSA

— Kornn Warge Talim ——

-
; b

| - L
B R s

Pemkab Sidoarjo mengusulkan camat, kepala Pusk

kewenangan mengawasi SPPG. :

Pemkab Sido

esmas dan kepala desa diberi

arjo Usul: Camat,

Kepala Puskesmas dan Kades.
Diberi Kewenangan Awasi SPPG

Sidoarjo - HARIAN BANGSA
pPemkab Sidoarjo tak ingin
sekadar menjadi penonton
dalam pelaksanaan program
Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah daerah yang ber-
tetangga dengan Surabaya itu
mengusulkan kepada Badan
Gizi Nasional (BGN) agar diberi
kewenangan untuk ikut men-
gawasi operasional ratusan
Satuan Pelayanan Pemenuhan
Gizi (SPPG) di Sidoarjo.
Usulan tersebut dinilai
penting karena dampak
pelaksanaan MBG langsung
dirasakan masyarakat Sidoar-
jo. Terlebih, kasus keracunan
massal di Pondok Pesantren
(Ponpes) Manbaul Hikam,
Desa Putat, Kecamatan Tang-
gulangin, menjadi evaluasi
serius terhadap tata kelola
program tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Sek-

retans Davrah (Sekda) Kabupat
en Sidoarjo Mohamumnad A
Rahman mengatakan, Pemkah
Sidoarjo memiliki perangkat
hingga ungkat wilayah yang
dinilai dapat dilibatkan da-
lam pengawasan SPPG. “Pak
Bupati menyarankan, kita
jugadiberi kewenangan untuk
mengawasi,” ujar Ainur, Senin
14 September 2026.

Menurut Ainur, Pemkab
memiliki jaringan pengawasan
yang cukup lengkap. Mulai dari
kepala puskesmas (kapus),
camat, hingga kepala desa
(kades). Keterlibatan perang-
kat daerah tersebut dinilai
dapat membual pengawasan
terhadap SPPG lebih efektif
karena berada langsung di
wilayah penerima manfaat.
“Ini kan lebih mudah. Kita pu-
nya kepala puskesmas, kita pu-
nya camat, kepala desa. Itukan

akan lebih efekrif,” jelasnya.

Usulan tersebut, lanjut Ain-
ur, telah disampaikan kepada
pihak BGN, termasuk saat
jajaran BGN dan Kepala Staf
Kepresidenan (KSP) hadir di
Sidoarjo. Penyampaian juga
dilakukan secara berjenjang
melalui pemerintah provinsi
hingga ke pemerintah pusat.
“Rekomendasi dari provinsi,
korwil provinsi hadir ke-
marin. Sudah disampaikan itu.
Kita menyampaikan seperti
im,” katanya.

Pemkab Sidoarjo menilai
pembagian kewenangan penga-
wasan menjadi penting, Sebab,
ketika terjadi persoalan dalam
pelaksanaan MBG, dampa-
knya tidak hanya dirasakan
pemerintah pusat sebagai
penyelenggara program, teta-
pi juga pemerintah daerah dan
masyarakat setempat. (rus)
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PUTRA MAHKOTA RESMI DIKUKUHKAN

PENGURUS KONI PERIODE 2025-2029 SIAP
BERKOLABORAS! DEMI SIDOARJO JUARA

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Pengurus Komite Olahraga
Nasional Indonesia (KONI) Kabu-
paten Sidoarjo periode 2025-2029
menjalani prosesi pengukuhan
di Pendopo Delta Wibawa pada
Minggu (13/9/2026). Disaksikan
oleh Bupati Sidoarjo Subandi,
Ketua Umum KONI Sidoarjo
terpilih M. Rafi Wibisono yang
merupakan putra Mahkota Sido-
arjo resmi dikukuhkan olch Ketua
Umum KONI Jawa Timur Mu-
hammad Nabil.

Sebagai Dewan Pelindung,
Bupati Subandi meminta pen-
gurus KONI Sidoarjo yang baru
dilantik agar senantiasa menjaga
amanah serta tidak mengece-
. wakan para atlet kebanggaan
Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo
merupakan sentra pengemban-
gan atlet berbakat. Tantangan ke
depan akan semakin besar sciring
dengan proses seleksi atlet yang
terus berjalan.

“Sidoarjo memiliki banyak

atlet berbakat sehingga generasi
muda diharapkan mampu men-
goptimalkan potensi tersebut
menjadi aset daerah yang unggul
demi mengharumkan nama Sido-
arjo,” ujamya.

Subandi menambahkan, pe-
merintah akan terus memberikan
dukungan sistem bagi KONI
Sidoarjo. Namun, dukungan itu
perlu diimbangi dengan komit-
men generasi muda yang tang-
guh, cerdas, dan pekerja keras
guna membawa perubahan positif
bagi KONI Sidoarjo. Lebih-lebih
saat ini merupakan masa persia-
pan Porprov. Perlu dipersiapkan
langkah strategis dalam mem-
persiapkan para atlet untuk dapat
meraih dan mempertahankan ge-
lar juara,

“Keberhasilan akan terca-
pai melalui kolaborasi strategis,
Pemberian dukungan yang saling
berkelanjutan serta sinergi yang
solid antara pemerintah, sektor
swasta, dan pengurus KONL™

tegas Subandi.

Ketua Umum KONI Sidoarjo
(2025-2029) Muhammad Rafi
Wibisono menyampaikan, proses
untuk bisa menjadi Ketua Umum
KONI Sidoarjo bukanlah hal yang
mudah. Ada beberapa tahapan
yang harus dilalui hingga bisa
sampai pada tahap terpilih seba-
gai Ketua Umum KONI Sidoarjo
periode 2025-2029,

“Saya mengucapkan terima
kasih kepada pengurus Kabupaten
Sidoarjo yang telah melaksanakan
serangkaian proses penjaringan
dan pendalaman schingga agenda
pelantikan ini dapat terlaksana
dengan baik,” katanya,

Rafi Wibisono menyampaikan
apresiasi atas peluang yang diberi-
kan kepada generasi muda untuk
berkontribusi dan memegang peran
kepemimpinan, Generasi muda bu-
kan sckadar pelengkap onganisasi,
melainkan investasi masa depan
vang perlu dibimbing serta diberi
ruang untuk berkembang.

KONI Sidoarjo berkomit-
men untuk mercalisasikan ren-
cana kerja strategis melalui pro-
gram “Atlet Unggul dan Sido-
arjo Juara™. Ity merupakan visi
strategis KONI Sidoarjo untuk
empat tahun ke depan. Konsep
Atlet Unggul mengintegrasikan
pembinaan berjenjang dengan
peningkatan kesejahteraan atlet.
Sebagai upaya berkelanjutan
dalam mencapai prestasi, KONI
Sidoarjo berkomitmen mengopti-
malkan pembinaan sejak usia dini
hingga muda, Serta, menjamin
pemenuhan kesejahteraan bagi
para atlet berprestasi.

“Program pembinaan ber-
jenjang ini dilaksanakan scbagai
bentuk persiapan menuju Porprov
2027. Bagi para atlet berprestasi,
kami berkomitmen untuk mengu-
payakan pemberian bonus, bea-
siswa pendidikan, serta jaminan
pengembangan Karier dan kes-
ejahteraan masa depan mereka,”
ungkap Rafi Wibisono. (Khol/Dy)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo




KABUPATEN SIDOARJO

INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

L L

Target Buka 2027,

SIDOARJO - RSUD Sedati
Sidoarjo ditargetkan mulai
melayani masyarakat pada
2027. Seiring pembangunan
gedung yang kembali ber-
jalan sejak Juni, kebutuhan
sumber daya manusia (SDM)
mulai dipetakan. Rumah
sakit tipe D tersebut diper-
kirakan membutuhkan
sekitar 300 pegawai untuk
menunjang pelayanan.

Kabid Sumber Daya Ke-

sehatan (SDK) Dinkes Si-
doarjo Etik mengatakan,
kebutuhan SDM RSUD Se-
dati akan disiapkan secara
bertahap sesuai dengan jenis
pelayanan yang nantinya
dibuka. Sebelum perekrutan
tenaga baru, kebutuhan
pegawai untuk tahap awal
akan dipenuhi dengan me-
narik tenaga dari puskesmas
maupun rumah sakit lain-
nya. Skema tersebut disiap-
kan untuk memastikan
pelayanan dapat berjalan
ketika RSUD Sedati mulai
beroperasi.

Etik menyebut kebutuhan
tenaga akan dipetakan ber-

dasarkan layanan yang
disiapkan. Dengan begitu,
jumlah dan kompetensi
SDM dapat disesuaikan de-
ngan kebutuhan masing-
masing bagian. "Insyaallah
kami ajukan juga nakes
baru,” kata Etik.

Hitung Kebutuhan
SDM sejak Awal
Anggota Komisi D DPRD
Sidoarjo Bangun Winarso
mengatakan, persiapan SDM
tidak boleh menunggu pem-
bangunan gedung rampung.
Kebutuhan nakes maupun

Jawa Pos

tenaga pendukung harus
dihitung sejak awal agar
rumah sakit siap beroperasi
sesuai target. "Saya rasa
jangan menunggu gedung
selesai baru menyiapkan
SDM. Kebutuhannya harus
dihitung dan dipersiapkan
dari sekarang,” katanya.
Menurut Bangun, kebu-
tuhan tenaga tidak hanya
berkaitan dengan jumlah.
Kompetensi serta kebutuhan
masing-masing bagian juga
perlu dipetakan. Hal tersebut
penting agar ketika rumah
sakit mulai dibuka, pela-

‘

RSUD Sedati Butuh 300 Pegawai

MASIH
PEMBANGUNAN:
Progres RSUD
Sedati yang
dianggarkan Rp
45 miliar telah
mencapai 20
persen kemarin.

yanan tidak terganggu akibat
kekurangan tenaga.

Selain SDM, persiapan alat
kesehatan dan fasilitas pen-
dukungjuga diminta berjalan
beriringan dengan pemb-
angunan fisik. Dengan begitu,
tidak ada tahapan besaryang
masih harus dikerjakan
setelah gedung selesai dan
berpotensi menunda pela-
yanan. "Untuk rumah sakit
tipe D, layanan dasarnya
biasanya layanan penyakit
dalam, anak, bedah, dan kan-
dungan. Ini harus disiapkan,”
ujarnya. (ful/hen)
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SIDOAR]JO - Rombongan guru SMP
Satu Atap punya cerita berkesan saat
berangkat ke sekolah kemarin (14/9).
Seekor buaya kembali muncul di tepi
Sungai Sidokare, tepatnya di belakang
area pergudangan CIP, Desa Kemiri,
seolah-olah menyapa rombongan
guru yang saat itu menaiki perahu.

Tak ingin melewatkan momen, se-
jumlah guru langsung mengarahkan
kamera ponsel ke reptil tersebut. Buaya
tampak berada di lumpur tepian sungai
yang airnya sedang surut. Pengemudi
perahu, Hidayat Syaifullah mengatakan,
buaya muncul sekitar pukul 07.00.

Namun, keberadaan rombongan perahu
tampaknyamembuat reptil tersebut tidak
betahberlama-lama.”Mungkin buayanya

'.

Jawa Pos
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MIDAYAT SYAIFULLAM

BERJEMUR: Buaya berukuran besar terekam saat berada di tepi Sungai Sidokare kemarin (14/9).

Buaya Sungai Sidokare
"Sapa” Rombongan Guru

takut. Saatkamilewat, dialangsung masuk
sungai,’ kata Hidayat. Menurut dia,
kemunculanbuaya dilokasi tersebut bukan
kejadian baru. Tepian sungai di belakang
pergudangan CIP disebut kerap menjadi
tempat buaya naik untuk berjemur.

Kemunculan buaya kali ini menjadi
pengalaman baru bagi Laily, salah seorang
guru yang ikut dalam rombongan. Dia
mengaku baru pertama kali melihat buaya
secara langsung dari atas perahu saat
perjalanan menuju sekolah.

Meski sempat terkejut, Laily tidak
sampai panik. Keberadaan rombongan
membuatnya merasa lebih tenang saat
melihat buaya tersebut. "Sempat kaget,
tapi karena bersama rombongan jadi

- tidak terlalu takut,” katanya. (eza/hen)
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beri tanda drai

brolagar

jara lebih hati-hati.

SUDAHTIGA MINGGU: Warga

Jawa Pos

yang

SIDOARJO - Beton penu-
tup drainase di bahu Jalan
Raya Tropodo, Waru, ambrol.
Kerusakan tersebut mem-
buat lubang menganga di
sisi jalan dan sempat meng-
ganggu pengguna jalan. Satu
pemotor terperosok, se-
dangkan sebuah mobil sem-
pat tersangkut bannya.

Kondisi beton yangambrol
itu diketahuisudah berlang-
sung sekitar tiga pekan. Lo-
kasinya berada tak jauh dari
jalan keluar Jalan Tropodo
Jaya menuju arah Surabaya.
Kerusakan membuat lubang
selebar hampir satu meter.

Salah satu warga, Ghoni

mengatakan, kondisi ter-
sebut cukup membahaya-
kan pengguna jalan, teru-
tama kendaraan yang
hendak keluar dari Jalan
Tropodo Jaya. "Ada mobil
dari Jalan Tropodo Jaya,
mau ke kiri arah Surabaya
bannya terperosok,” ujarnya
kemarin (14/9).

Penutup Drainase Ambrol Pengendara Terperosok

Tak hanya mobil, sejumlah
pengendara motor juga
sempat mengalami kejadian
serupa. Ada seorang pengen-
dara motor yang terluka
karena terperosok. Agar
tidak membuat celaka, warga
kemudian memasang pe-
nanda di sekitar lubang.

Ghoni mengaku tidak me-
ngetahui secara pasti pe-
nyebab ambrolnya beton
penutup drainase tersebut.
Namun, dia menduga kon-
disi itu tidak terlepas dari
tingginya aktivitas kendaraan
yang melintas.

Kepala DPUBMSDA Sido-
arjo M. Makhmud menga-
takan, pihaknya akan me-
ngecek kondisi beton pe-
nutup drainase, Menurut
dia, beton yang ambrol
merupakan bagian dari
pembangunan drainase
yang dilakukan sekitar tiga
tahun lalu. "Kami cek dan
coba perbaiki agar normal
lagi," katanya. (eza/hen)
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BIROKRASI

e Jadi, bukan hanya
gantinama. Tugas dan
=~ pembagian jam kerjanya
L\ e ) juga disesuaikan.”

" h Supriyono
Ketua Pansus Ill DPRD Sidoarjo

BKD Berubah Jadi BKPSDM,
BPPD Ganti Bapenda

SIDOARJO - Nama dan fungsi tiga organisasi
perangkat daerah (OPD) Pemkab Sidoarjo bakal
mengalami perubahan. Badan Kepegawaian
Daerah (BKD) akan berganti nomenklatur men-
jadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Sedangkan,
Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) diubah
menjadi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

Ketua Pansus III DPRD Sidoarjo Supriyono
mengatakan, perubahan nomenklatur tersebut
tidak sebatas pergantian nama. Penyesuaian juga
menyangkut tugas dan fungsi organisasi agar
sesuai ketentuan berlaku. "Jadi, bukan hanya ganti
nama. Tugas dan pembagian jam kerjanya juga
disesuaikan,” katanya kemarin (14/9).

Selain BKD dan BPPD, perubahan nomenklatur
juga terjadi pada Badan Perencanaan Pembang-
unan Daerah (Bappeda) yang akan menjadi
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan
Inovasi Daerah (Bapperida). (ful/hen)

.'F-- SmAs B @ -

Jawa Pos
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Kondisi Sosial Warga Butuh Perhatian Pemerintah

cakrajatim — 15 September 2026  in Uncategorized 0

BERITA POPULER

Sidoarjo Kembali Diguncang
orT
Razia Kendaraan di Lebo, di Demo
02

Sejumlah Massa

Komisi D DPRD Sidoarjo gelar hearing dengan pengurus PKDI

Sidoarjo membahas masalah DTSEN terkait klasifikasi desil. Anam dan Atok Lolos DCT, Ui Kaddah
03 Terjungkal
0 s
SHARES } Paripurna DPRD Sidoarjo Hanya Dihadiri

04 16 Anggota

Sidoarjo - Cakrajatim.com: Komisi D DPRD Sidoarjo menggelar hearing dengan pengurus PKDI Sidoarjo,

Senin (13/9/2026) siang tadi, dengan puluhan Kades yang mewakili setiap kecamatan di wilayah Sidoarjo, Pertikaian Bashor dan Bambang Berujun

dan pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait 05 enk

=Cakralatim.com
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Data Desil DTSEN Tak Sinkron, Bangun DPRD Sidoarjo
Minta Bupati Terbitkan Surat Edaran

i,- Penulis Syaiful Hidayat
o

Editor Syaiful Hidayat
& Senin, 14 September 2026 (O 21:54 WIB

Adming - Author EREENEEGLEE G EdinE]

Senin, 14 Septermber 2026 - 21:54 WIB

O0VO006

l&'

Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun. (Dok. Syaiful/DigitalJatim)

AAA
Berita Terkait Sidoarjo — Wakil Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso menyorati
persoalan data desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
:arger Saes i nn R al Ketidaksesuaian data tersebut dinilai berdampak pada akses masyarakat
erlampaui, Wagub Emil
Dorong Percepatan terhadap sejumlah program bantuan pemerintah.

A
NEWS
____________________________________________________________________________________________________________________________|
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Komisi D DPRD Sidoarjo Bersama PKDI Gelar
Hearing Terkait Pembahasan DTSEN

@Lensa Global #% ® @ SN
Senin, 14 September 2026, September 14, 2026 o

WIB

SIDOARJOI||ILENSA-GLOBAL.com — Komisi D DPRD Sideoarjo gelar hearing

bersama Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kab. Sidoarjo terkait carut

marutnya Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di kabupaten
Sidoaria Senin (?5/9/2026) di ruana ranat DPRD Sidoarin
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Hearing, Komisi D DPRD Sidoarjo Bersama PKDI
‘Bedah’ Desil, Inilah Hasilnya

Pemutakhiran desil berkaitan dengan DTSEN perlu melibatkan kepala desa maupun pejabat RT/RW agar

mendapatkan data akurat terkait tingkat perekonomian masyarakat.

nopono z

Komisi D DPRD Sidoarjo gelar hearing dengan pengurus PKDI Sidoarjo membahas masalah DTSEN terkait klasifikasi desil.

NUSADAILY — SIDOARJTQ: Persatuan Kepala Desa Indonesia (PKDI) Kab. Sidoarjo “wadhul’ ke DPRD Sidoarjo terkait Data
Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Terutama menyangkut desil atau pengelompokan tingkat kesejahteraan ekonomi

masvyarakat dari angka 1 sampai 10 sebagai penentu penerima bantuan sosial.

L
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Bahas DTSEN Desil, Komisi D DPRD Sidoarjo
Lakukan Hearing atas Pendataan dan
Bansos Yang Dikeluhkan Kades

asan, Fanjinasiona =2elasaq, D septemper 2U.
|\
00000 -
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Komisi D DPRD Kabupaten Sidoarjo Menggelar
Rapat Dengar Pendapat Terkait DTSEN

2 menit membaca View : 3

admin
EKONOMI BISNIS - 15 Sep 2026
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